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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT it
REMBANG
NOMOR 12 TAHUN 1832
TENTANG
RETRIBUS!I DOKUMEN FROYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I REMBANG

Menimbang : a. bshwa daiam rangka pslaksznaan progrem-
program pembangunan berupa proyek preyek
da'am wilayah Kabupsten Daerzh Tingkat Il
Rembang baik yang diblayai oieh Daerah ma
upun bantuan dari Pemerinteh Atasen, diper-
luksn psngadzan dokumen proyek, seksligus
2amerintah Daerah bermaksud untuk membina
rakanan.

b bzhwa gpengadsan dokumen proyek maupun
pambinzan rekanan, diperlukan bisya

c. bahwa untuk mencukupi bisye tersebut diatas
dipandarg perlu nemungut retribusi kep:da
rekanen yang berminat untuk melakseken pro
yek.

d. bahwa untuk mesksud tersebut distas periu
diatur dengan Peraturan Daerah,



Mangingat

1.

y

Undang-undang Nomar 5 Tahun 1974 tentang
Pokok — pokok Pemerintzhan di Daerah

. Undang - undang wNomor 13 Tahun 1350

tentang Pembentukan Dzerah-dasrah Kabupa-
ten Da‘am lingkungan Proopinsi Jawa Tengsh

. Undang-undang No 12/Dit Tahun 1957 ten-

tang Peraturan Umum Retiibusi Deerzh

Peraturan Dasrah Kabupatsn Daerah Tingkat
|l Rembang Nomor 5 Tahun 19389 tentang
Pegawai Negeri Sipil di lingkuncen Pemerin-
tah Katupeten Daerzh Tirgket It Rembang.

Dengan Perseivjuan Dewan Perwakilan Rakyat Dae-
rah Kabupaten Daerah Tingkat || Rembang,

Menetapkan

MEMUTUSKAN

. PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERaH

TINGKAT Il REMBANG TENTANG RETRIBUSI
DOKUMEN PROYEK

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Paraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan !
a Bupsati Kepala Daerah adaleh Bupati Kepala Deeich Tingkat Il

Rambang.

b. Pemerintah Dasrah adalah Pemerintah Kebupaten Daereh Ting
kat i1 Rembang.

¢ Rekanan adalah Psarusshaan varg rerrbentrk Ezcen Hukum
yang bergerak da'am Lidang usaha Lonsiruksi bercursn den
pengadaan barang/jasa, termasuk Badan, Dinas, Instansi yang
ditunjuk meziaksanakan swakelola proyek.

d. Dokumen proya% adalah dokumen berupa berk=s persarsten
pa'aksanaan lelang afau perunjukan svatu proyek yarg isinya
terdiri dari rencana kerja, gambar rencana ptovek, rancesna

anggsran proysk
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BAB )
PELELANGAMN DAN PENUNJUKAN PERERJAAN
Fasal 2
Pemberian pszkerjaan proyek kepada rekenei dalem wilayah Ka-
bupaten Daerah Tingket i1 Ren dang Gieksenelan melaui lelarg
p2nunjukan langsung maupun swakelola s=suai der an ketentuan
perundangan yang berlaku,

Pasai 3
Setiap rekanan yang mengikuli lelang pekerjaan yang dilaksana
kan oleh Pemerintah Dsersh dan atau penunjukan langsung ma
upun swakelola wajib memiiki dekumen proyek.

BAB 1
RETRIEUS!I DOKUMEN PROYEK
Pasal 4

(1) Kepada setiap rekanan yang mengambil dokumen proyek se
nifai diatas Rp 50.000.000,~ (lima pulah juta rupiah).
dikenakan retribusi.

(2) Besarnya retribusi dimaksvd ayst (1) Pesal iri adzleh sebe
sar 1/5 %o ( seper tima permil) dari harga proyek yang ber
sangkutan.

(3) Untuk pekerjaan proyek senilzi Kp 50.C00 0CC,- (Lima pu-
luh juta rupiah ) dikenakan uang leges sebesar Rp 10 000,-
Sapuluh ribu rupiah ).

(4) Retiibusi dimakeud ayst (2) dan (2) Pasal ini harus dibayar
terlenini dahuiu sscara tunsi sebelum mengembil dokumen
proyek.

fasal b

Palaksanian Pemungutan biaya retribusi dokumen proyek seba-

gaimana fersebut Pasal (4) ayat -2} Peraturan Daersh ini dituysas

kan kepide Keopais Bagian Pembangunan Setwilda Tingkst I!

Rembang

Pasal &
Samua hasil penerimaan retiibusi dirmal std Pasal 4 eyat 2) dan
(3) Paraturan Dasrah ini disstorkan ke Kas Dasiah Kabupaten
Dasrah Tinakat 11 Rembang
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BAB 1V
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 7

{1) Pelanggaran oieh rekanen terhadep ketenmuen Feral 3 den
Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daetzh ini diancam dencen pida
na kurungsn selema larrsnpya 3 (tige! bulen stau derda se-
tinggi -tingginya Rp 50.000.- (ilima puluh ribu rupiahj.

(2) Selain oleh pejebst Fenyidik Umum, penyidik atas tindakan
pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini depat diia
kukan pula oleh Pejabat Penyidik Pegewei Negesi Sipil di
lingkungan Pemerintah Daecrah yang pengengkaten, kewena-
ngan dan dalam menjalankan tugasnya beroasaikan peratuien
psrundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Fasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturen Deereh ini sepanjeng

msngenai pslaksanaannya akan diatur kemudian ¢leh Bupati Ke-

paia Daerah.

Pesal &
Peraturan Dasrah ini mulai berlaku psde targgasl diundangken,
Agar s3tiap orang dapat mangatahuinys, msmarintahkan pengun

dangan Peraturan Dasrah ini dengan p2nempat-nnya dalam Lam
baran Dasrah Kabupaten Dasrah Tingkat |l Rembang.

DEWAKN PERWAKILAN RAKYAT Rembang 24 Nopember 1892
DAERAH KABUPATEN DAERAH BURAT! KEPALA DAERAH

TINGRAT il REMBANG TINGKAT 1l REMBANG
KETUA -

SOEGENG SARWOANO Drs H. WACHID! R:JCNO
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